
66ff5;1*xa8.j3-fi

PEMERINTAH PROVINSI BALI
nn{6punil.oT

BADAN PENDAPATAN DAERAH
[,i,u?-fl allrrutrrn*i{un'1^'1p'$t18:"-11g:1t"fi

UPTD. peUeyeNen PA.,AI( DAt{ REIRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI
I o,1u,1..n'ig?*?'il

DI IGBUPATEN BULELENG
nr.-,n'ln noor t"rsip r$5.-t f :1-totg.5]IFEE:1]

JL. lA(SAi/iAf,tA BARAT: BHAKTI SERAGA" TELEPoN (0362) z:z.50
Sregl2nlrIrffitrrtt

SINC.-

,irh
l:l
.l

. r"l
,r lh
,' t t,

,'ll

r. tl

,. , t

rll
r.l
rh
,^l
,1,

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

973I624NPTD.PPRD.BLL

1 (satu) eksp

Pemberitahuan

Bali,5 Jwi202l

Kepada

Yth, '1, I Bapak BuPati Buleleng
;\

@ V *uCamat Se-KabuPaten Buleleng

J. Para Kepala Desa /Lurah Se-Kabupaten

Buleleng

di-

Temoat

. 
Menindaklanjuti Peraturan Gubemur Bali Nomor 21 Tahun 2021 Tentang

Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga

dan Denda Terhadap Pajak Kencaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor tertanggai 20 Mei 202l,maka bersama ini kami mohon dan mengharap

agar Peraturan Gubernur ini dapat diinformasikan di lingkungan Instansi yang

Bapak/Ibu pimpin dan disebarluaskan untuk masyarakat Kabupaten Buleleng' (foto

copy Peraturan Gubemur Bali terlampir)'

Atasbantuandankerjasamanyakamisampaikanterimakasih'

Pajak dan Retribusi Daerah

Buleleng
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SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2021

PEMBEBASAN POKOK PAJAK SERTA PENGHAPUSAN SANKSI' 
nor,,tilusrnartF BERUPA BUNGA DAN DENDA TERHADAP

PE.INT KE,NDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR

, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR BAL1,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang
- 

""p"t, 
pasti dan murah untuk mewujudkan Vl"i

il;;".fi""n Daerah "Nangun Sat Kerthi LokaBali" melalui

Pola Pembangunan Semista Berencana menuju Bali

Era Baru;

b. bahwa untuk mengurangi dampak ekonomi serta
- 

-e.ingarkan beban -i"yt'"ktt dalam mengh adapi Corona

ii*rbi""o"" 2019 (COViD 19), perlu memberikan kebijakan

p.*L.u"""" pokok pajak s-irta . 
penghapusal "gt|:i

administratif berupa L"'g" d^t' denda terhadap Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 32

Peraturan Daerah Piovinsi Bali Nomor l Tahun 2011tentang'p":.t 
O".t"f, sebagaimana telah diubah beberapa kali'

teiakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9

Tahun 2019 ientang Pembahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah' Gubernur dapat

-.-U"U^"t", pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendar.".t B"trnotot serta mengurangkan atau

*""gtt"pr"t"" sanksi administratif berupa bunga dan

JL.ta"", i"" kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, nunr'f b, dan huruf c' perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak serta

;;ffi;";; s""t"i Administratif Berupa Bunga dan Denda

i;.f;;p Paiak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor;



Mengingat
'1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Drer"h-dae.ah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

i..rgg... Timur llembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelay1111- 
p,-,UtiL "(1.-baln Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor i 12, Tambahai l,embiran NegaraRepublik Indonesia

. Nomor 5O38);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah

dan Reiribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang
- p.-..i""t"t an Saerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara

n.p"-t-fif. Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana

telahdiubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-Undang
No-o. 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas

U.rarrrg-U.ta""g Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
p.-..i-","tt., i""t^h (Lembaran Negara fenublit Indonesia

Tahun 2015 Nomop 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
- 
Negara Republik

ira.'A^.:"i" Tahun 2ot9 Nomor 42' Tambahan Lembaran

N.gt." Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
' p.ry.f."gg"raan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Kendaraan Bermotor fi.-t "r- Negara Republik Indonesia

I
T

Tahun 20 15 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-- 77 Tal:lun 2O2O
" ;;; Pedoma:, rttt'i" e"ig"lolaan -5:uangan 

Daerah

E;i;h"c"r" Republlk tndoncsil Tahun 2o2o Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 201 1

tentang Pajak Daerat' (t,e*Uttt" Daerah Provinsi Bali

Tahun 2011 llo-ot r, 
-i"intahan 

Lembaran Daerah Provinsi

Bali Nomor t1 s.U.gtirntna telah diub.ah. beberapa kali'

terakhir dengan p"t^'ttlr.o" Daerah Provinsi Bali Nomor 9

Tahun 2019 tentang ptt"U"f'u" Ketiga Atas Peraturan Daerah

NomorlTahun2olltentangPajakDaerah(Lembaran
ii""."t Provinsi gali Tahun Io19- No*ot 9' Tambahan

i.-t^.r., Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

.,lr



Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TBNTANG PEMBEBASAN POKOK
PAJAK SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA DAN DENDA TERHADAP PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

I

I

MEMUTUSKAN:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Gube,rrnr adalah Gubernur Bali.
'2. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan

adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
3. Pajak Daerah, yang seianjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan diundangkan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran ra\rat.

4. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB
. adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan

Kendaraan Bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya

disingkat BBNKB adalah Pajak Atas Penyerahan Hak Milik
Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan cli semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oieh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

. bersangkutan, termasuk aiat-alat berat dan alat-alat besar
dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

7. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang selanjutnya
disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam
penyelenggaraan Registrasi dan Identilikasi Kendaraan
Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan
pembayaran Surnbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam
Kantor Bersama Samsat.

8. Layanan Samsat adalah semua pelayanan Samsat baik yang
dilakukan di UPID Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Bali di Kabupaten/Kota (Samsat Induk), Samsat

' Pembantu, Gerai Samsat, Samsat Link dan Samsat Comer.
9. Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayalan adalah

proses yang diiakukan pada Sistem Aplikasi Samsat Online
Provinsi Bali.
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Pasal 2

(1) Gubernur tnenetapkan pembebasan pokok Pajak berupa:

a. pokok PKB unt;k ea.1ak tahun ketiga dan selanjutnya; dan

b. pokok BBNKB .t"" p..,y"t"han kepemilikan Kendaraan

Bermotor kedua dan selanjutnYa'
(2) Gubernur menetapkan penghapusan -"""I:i administratif

berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB'
(S) G;Uir.r.rr i-renunjuk Kepala Bidan untuk melaksanakan
'.-' p"-u.tr"^.t pokok ealat< atau 

. 
penghapusan sanksi

administratif sebagaiman'a dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2).

t+l f'.i."Lu. sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' tidak

berlaku untuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor

. pertama.

Pasal 3

(l) Pembebasan pokok Pajak dan penghapusan sanksi

administratif seoagaimaia dimaksud Ut"- Pasal 2'

dilakukan terhadap 
^ 
il;;;" Pendaftaran' Penetapan' dan

Pembavaran'
(2 'K'.,t";eil sebagaimana dimaksud pada ayat (i)'

dilaksanakan sebagai berikut :

a. oembebasat' potot""pfe untuk Pajak tahun ktliqi-t:
" !1""i"-*' air"t"to"t"" mulai tanggal 8 Juni sarnpal

dengan 3 SePtember 2O2l ;

b. oembebasa. potoil niNXU atas penyerahan kepemilikan
"'"*";;;.";" '8.;;;;;- kedua - dan selanjutnva

dilaksanakan ,rrr"i i?igg"r + i"pt.-u". sampai dengan 17

Desember 202l" d?dan 
denda terhadap PKB dan BBNKB

" '.i,:f,YlHXl "H"Ut":;'igg"r- t 'r""i sampar dengan

,.,T:il,:::'r{1""#m::.,olTn1""Iuu,ffi *ufu --lf, '""Jlk
dilaksanakan Paoa
I""""i*"rtt" peiayanan yang berlaku '

Pasal 4

Il) Pembebasan pokok Pajak dan ' penghaousan sanksi

' aciiinistratir ttu"gi*'#*]i*'rt""a dallm'Pasal 2' tidak

berlaku ,.,t t r'f,I1fi;;;;;i;' vang masih menjadi

piutang p6iak 
_ -,.rk paiak dan penghaousan sanksi

''' ::*fft"?'"fft "5fXl;'"*i;imaksu-d-'daram'Rasar 
2' tidak

berlaku apabila ptfo'#;;";';i"* dilakukan sampar dengan

berakhirnya *J;;-' pembebasan'pokok Pajak dan

penghapusan """i:t "ffi;;;I[tir' 
a"" harus dilakukan

,., B:[T:BX3#Tiu'u BBNKB sebagaimana, dimaksud daram

Pasal 3 avat (2) rl"Liol^itigut' t"i"t'tt't.att batas wakh'r Surat

Keteranga. Ft"k"I'v:U i$i;;;;" paling lambat ditetapkan

i."gg"I 1O Desember 2021'



Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
8 Juni 202 1.

Agar setiap
pengundangan
penempatannya

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peratllran Gubernur ini dengan

dalarn Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Mei 202 1

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 20 Mer 2027

;\
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 202 1 NOMOR 21

Salinan sesuai dcngan aslinya
Biro Hukurn Setda Provinsi Bali'

ttd
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8 Junl - 17 Doeemfur 2O21

?wrnulihan marupakan Fambebasan
Bunga dan Oenda terhadap
gembayaran PKB dan BBNKB ll

4 Septembet - 17 llaaember 2021

Dibarikan kepada Waiib Pdak
yang akan nnalakukan pro$es Balik Nama,
MutasiLokaldan Mutasi dari luar Eali
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?TAHUN SAJA
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